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Abstract

This study explores the discourse of Islamic family law regarding
divorce lawsuits filed by wives due to adultery committed by
husbands, focusing on two dominant legal frameworks in Indonesia:
Mazhab Syafii and The Compilation of Islamic Law (KHI). The objective
is to compare their normative foundations, procedures, and legal
protections for women. The research employed a library-based
method using normative and comparative approaches, analysing
classical figh literature and formal state regulations. The results of the
research show that Mazhab Sydfii allows women to seek khulu’
(divorce through compensation) as a means of exiting an unhealthy
marriage; however, its implementation depends on the husband’s
consent and is constrained by stringent evidentiary standards, such as
the requirement of four male eyewitnesses or a direct confession. This
creates significant barriers for women seeking justice. In contrast, KHI
provides a more accessible legal pathway through divorce lawsuits in
religious courts, allowing the use of flexible civil evidence such as
digital proof and witness testimony. This indicates that the
Compilation of Islamic Law (KHI) offers a more responsive legal
approach to addressing women's need for protection in the face of
moral violations within marriage. The contribution of this research is
to offer a comparative understanding of how Islamic jurisprudence
(specifically the Mazhab Syafi’i) and the Compilation of Islamic Law
(KHI) regulate women's right to file for divorce due to a husband's
adultery.

Abstrak

Penelitian ini membahas hukum keluarga Islam dalam konteks gugat
cerai oleh istri akibat perzinaan yang dilakukan oleh suami, dengan
menyoroti dua kerangka hukum yang dominan di Indonesia: Mazhab
Syafii dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya adalah
membandingkan dasar normatif, prosedur, dan perlindungan hukum
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terhadap perempuan dalam kedua sistem tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan
pendekatan normatif-komparatif, melalui kajian mendalam terhadap
literatur klasik dan peraturan positif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun mazhab Syafii membolehkan khuluk sebagai jalan
keluar bagi istri dari pernikahan tidak sehat, pelaksanaannya
bergantung pada kesepakatan suami dan terhalang standar
pembuktian zina yang sangat ketat, yakni empat saksi laki-laki yang
adil atau pengakuan pelaku. Hal ini menyulitkan perempuan yang
menjadi korban untuk mendapatkan haknya secara cepat dan adil.
Sebaliknya, dalam kerangka KHI, istri dapat menggugat cerai suaminya
yang berzina melalui prosedur pengadilan agama dengan pembuktian
yang lebih fleksibel, seperti bukti elektronik atau kesaksian
pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa KHI menawarkan
pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan
perlindungan perempuan dalam menghadapi pelanggaran moral
dalam pernikahan. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan
pemahaman komparatif mengenai bagaimana Mazhab Syafi‘i dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak istri untuk mengajukan
gugat cerai akibat perbuatan zina yang dilakukan suami.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
pernikahan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.! Dalam Islam sendiri,
suami berkewajiban menjaga kehormatan istrinya, begitu pun seorang istri berkewajiban
untuk menjaga kehormatan suaminya, sebagaimana digambarkan di dalam Q.S al-
Bagarah/2: 187.
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Terjemahnya:
Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka
adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui
bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu
dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang
telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu
(perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian,
sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan campuri mereka,

IRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974: tentang Perkawinan, Bab | Pasal 1.
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ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah

kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada

manusia agar mereka bertakwa.?

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa suami dan istri merupakan pakaian satu sama
lain. Al-Rabt bin Anas mengatakan, istrimu adalah selimut (pelindung) bagimu, dan kamu
pun selimut bagi mereka3. Artinya, suami istri harusnya menjadi pelindung, penutup aib
dan sumber ketenangan antara satu sama lain. Maka ketika salah satu dari mereka
berkhianat dengan melakukan perzinaan, ia telah mengkhianati arti ‘selimut’, yaitu
penjaga kehormatan, kesetiaan, dan rasa aman dalam rumah tangga.

Zina adalah hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, dan termasuk dosa besar
dalam Islam. Pelaku zina yang sudah menikah mereka dikenakan hukuman rajam, yaitu
hukuman mati dengan cara dilempari batu hingga tewas, dan pelaku zina yang belum
menikah mereka dikenai hukuman seratus cambukan.* Dalam hukum positif Indonesia,
zina diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman
pidana maksimal satu tahun penjara atau denda.”

Data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat terdapat 780
kasus perceraian akibat zina,® dan di tahun 2024 meningkat menjadi 1005 kasus.’” Data
ini menunjukkan bahwa dari banyaknya faktor perceraian, perzinaanlah yang menjadi
faktor utama perceraian itu. Perselingkuhan yang dilakukan seorang suami dapat
menyebabkan dampak emosional mendalam bagi istri, mulai dari syok, marah,
penyesalan, hingga dapat menyebabkan depresi.8 Jika dihadapkan dengan situasi seperti
ini, seorang istri memiliki dua pilihan, yakni tetap mempertahankan pernikahannya atau
menggugat cerai suaminya.

Gugat cerai atau di dalam istilah fikih adalah al-Khulu’, yang secara bahasa adalah
melepaskan atau mencabut.® Sedangkan secara istilah yaitu istri menebus dirinya dari

ZKementerian Agama R.l., Al-Qur’an Tajwid Warna Tejemah & Transliterasi (Jakarta: Beras Alfath,
2017), h. 29.

3 AbQ al-Fida Isma’ll ibn ‘Umar ibn Kasir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim (Cet II; Riyadh: Dar Tayyibah,
1420 H/1999 M.

41bn Rusyd al-Hafid, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihdyah al-Mugqtasid, Juz 4 (Kairo: Dar al-HadTs,
1425 H/2004 M), h. 218-219.

5 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023: tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Bab XV Pasal 411 ayat (1).

6 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023”, Situs Resmi
Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-
table/3/YVdoU1IwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhaTIZwRFVUMDk{Mw==/jumlah-perceraian-menurut-
provinsi-dan-faktor.html?year=2023 (5 Oktober 2024).

7 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2024”, Situs Resmi
Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-
table/3/YVdoU1lIwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-
provinsi-dan-faktor.html?year=2024 (3 Mei 2025).

8 Agatha Cahya Kusuma Wardani dan Endah Fajri Arianti, “Dampak Perselingkuhan Terhadap
Kesehatan Mental Wanita Pada Pasien Rumah Singgah Gajah Mada”, Mandira Cendikia 1, no. 13 (2023):
h. 33.

% Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali, dkk., Lisan al-‘Arab, Juz 8 (Cet |; Beirut: Dar Sadir, 1414 H),
h. 76.
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suaminya dengan cara yang disepakati, biasanya dengan memberikan mahar yang
diberikan kembali kepada suaminya sebagai kompensasi.'® Dalam Islam yang bisa
mengucapkan atau memberikan sebuah keputusan untuk cerai adalah suami, yang
disebut cerai talak dalam hukum Islam.!! Tetapi Islam juga memberikan kesempatan
kepada istri untuk bisa meminta cerai kepada suaminya ketika dia merasa suaminya tidak
dapat menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik.?

Perbedaan antara cerai talak dan gugat cerai dalam Islam adalah cerai talak
diajukan oleh suami dan tidak ada kewajiban kompensasi untuk suami membayar
tebusan, sedangkan gugat cerai dilakukan oleh istri dan ada kewajiban baginya untuk
membayar tebusan.'* Hukum Islam di Indonesia juga mengatur tentang hal ini dalam
kompilasi hukum Islam pada pasal 117 untuk masalah cerai talak, dan pasal 132 untuk
masalah gugat cerai.'*

Penelitian ini penting untuk menelaah persamaan dan perbedaan antara
perspektif Mazhab Syafii dan KHI mengenai gugat cerai akibat zina, mengingat maraknya
kasus perselingkuhan di era modern yang didukung dengan kemudahan akses teknologi
dan perubahan nilai sosial. Penulis memilih Mazhab Syafii karena mazhab ini merupakan
salah satu mazhab yang banyak dianut dan dijadikan rujukan dalam praktik keagamaan
masyarakat Muslim Indonesia. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipilih
karena menjadi pedoman hukum resmi yang mengatur tentang perkawinan dan
perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti tema
ini dalam karya ilmiah berbentuk jurnal dengan judul “Gugat Cerai Terhadap Suami yang
Melakukan Zina dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam.”

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini
merumuskan tiga permasalahan. Pertama, bagaimana pandangan mazhab Syafii
mengenai gugat cerai terhadap suami yang melakukan perbuatan zina? Kedua,
bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai gugat cerai terhadap
suami yang melakukan perbuatan zina? Ketiga, bagaimana komparasi antara pandangan
mazhab Syafii dan KHI terkait gugat cerai terhadap suami yang melakukan zina? Dengan
demikian, ketiga aspek tersebut akan menjadi fokus utama dalam analisis yang dilakukan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka
(library research). Penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menelaah buku-buku, literatur, catatan, dan laporan terkait dengan masalah yang

10 Abd al-Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir fi Figh Mazhab al-lmam al-SyafT, Juz 10 (Cet |;
Lebanon: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1419 H/1999 M), h. 3.

11 Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 9 (Cet. IV: Damaskus: Dar al-
Fikr), h. 6877.

12 AbG al-Husain Yahya ibn Abt al-Khair ibn Salim al-‘Imrani, al-Bayan fi Mazhabi al-Imami al-
Syafi’i, Juz 9, (Cet I; Jeddah: Dar al-Minhaj, 1421 H/2000 M), h. 534.

13 Mustafa al-Khin, dkk., al-Figh al-Manhaji ‘ald Mazhabi al-lmami al-Syafii, Juz 4, (Cet. IV;
Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 128.

14 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011),
hal 93 dan 96.
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diteliti.’> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Pendekatan normatif, yaitu proses
pendekatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma,
aturan, asas hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum.®
Sedangkan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara
membandingkan sistem hukum atau undang-undang, termasuk juga terhadap suatu
putusan pengadilan.!’” Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan secara khusus atau
perbandingan secara umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; pertama, untuk
mengetahui pandangan mazhab Syafii mengenai gugat cerai terhadap suami yang
melakukan zina. Kedua, untuk mengetahui hukum mengenai gugat cerai dalam KHI
mengenai suami yang melakukan zina. Ketiga. Untuk mengetahu komparasi antara
pandangan mazhab Syafii dan KHI dalam mengenai gugat cerai terhadap suami pelaku
zina.

Beberapa penelitian telah membahas tentang gugat cerai kepada suami tapi
dengan alasan yang lain, di antara penelitian itu adalah; pertama, jurnal yang berjudul,
Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih dan Legislasi Negeri
Muslim yang ditulis oleh Ali Trigiyanto.!® Hasil penelitian ini mazhab Hanafi dan Syafii
tidak membuka peluang bagi istri untuk menuntut cerai dengan alasan suami dipenjara,
sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan istri untuk mengajukan cerai
dengan alasan suami dipenjara. Sedangkan dalam penelitian ini membahas apakah
mazhab Syafii membolehkan seorang istri untuk menuntut cerai dengan alasan suami
berbuat zina. Kedua, jurnal yang berjudul, Dinamika Perceraian Karena Zina dan
Problematika Saksi; Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang ditulis oleh Achmad
Husaini.'® Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perceraian serupa dengan
perceraian biasa, dengan putusan talak bain sugra atau talak rgj’7, tanpa
mempertimbangkan fasakh meskipun ada unsur zina. Pembuktian lebih merujuk pada
hukum acara perdata, bukan kewajiban menghadirkan empat saksi. Sedangkan dalam
penelitian ini membahas secara rinci tentang gugat cerai, apakah seorang istri bisa
bercerai dengan suaminya dengan alasan zina. Ketiga, jurnal dengan judul Cerai Gugat
Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota
Makassar yang ditulis oleh Naharia.?® Hasil dari penelitian ini setiap putusan yang dibuat
dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan atau
pertimbangan hukum tertulis (undang-undang) maupun dari sumber hukum tak tertulis
yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sedangkan dalam

1> Mohammad Nazir, Metode Penelitian (t. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.111.

16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 48.

17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 57.

18 Ali Trigiyatno, “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi
Negeri Muslim,” Arena Hukum 14, no. 2 (2021): 390-411.

19 Achmad Husaini, “Dinamika Perceraian Karena Zina dan Problematika Saksi: Studi di
Pengadilan Agama Kuala Tungkal”, ‘Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, No. 2 (2024).

20 Nahariah Nahariah, “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Tana Mana
3, no. 1 (29 Juli 2022): 24-32.
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penelitian ini membahas bagaimana mazhab Syafii dan KHI mengatur gugat cerai karena
suami melakukan zina.

PEMBAHASAN

Gugat Cerai karena Suami Melakukan Zina dalam Perspektif Mazhab Syafii

Mazhab Syafii adalah salah satu mazhab fikih utama dalam Islam dan banyak
dianut oleh umat Muslim di Indonesia. Mazhab ini dikenal dengan pendekatan ijtihad
yang kuat, berbasis pada Al-Qur’an dan hadis, serta dilengkapi dengan penggunaan giyas
dan istishab .** Hak cerai (talak) secara prinsip dalam Mazhab Syafii berada pada suami
sebagai pemegang kewenangan talak. Namun demikian, Islam juga memberi hak kepada
istri untuk mengakhiri pernikahan melalui mekanisme khuluk, terlebih lagi khuluk yang
disebabkan karena suami yang melakukan zina. Khuluk secara bahasa bermakna
melepaskan atau mencabut sesuatu,?? sedangkan secara istilah bermakna istri menebus
dirinya dari suaminya dengan cara yang disepakati, biasanya dengan memberikan mahar
yang diberikan kembali kepada suaminya sebagai kompensasi.?> Konsep khuluk ini
mendapatkan legitimasi hukum melalui dalil-dalil syar’i, baik dari Al-Qur’an maupun
hadis. Salah satu dasar utama mengenai khuluk terdapat dalam firman Allah Swt. dalam
Q.S Al-Bagarah/2: 229.

u\‘ﬁ\L__’i;;}i}iii:\/ubJé- Q\V.QJ!-Y) WE@MS

o ) A L33

AT 3502 A aey 38T Wcuyum Jon- i Vi vﬁ» OB AT 3,08 ke Yt

Terjemahnya:
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan
baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri)
khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali)
khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak
berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.
ltulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa
melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.2*
Avyat ini secara terang-terangan menjelaskan bahwa apabila suami dan istri tidak
lagi mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat, maka diperbolehkan bagi
istri menebus dirinya untuk berpisah, yang di mana ayat ini menjadi landasan

21 Fahrur Rozi, “Pemikiran Mazhab Figh Imam Syafi’i”. Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam 5, No.
2 (2021): h. 96.

22 Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali, dkk., Lisan al-‘Arab, Juz 8 (Cet I; Beirut: Dar Sadir, 1414 H),
h. 76.

23 Mustafa al-Khin, dkk., al-Figh al-ManhajT ‘ala Mazhabi al-Imami al-Syafi’r, Juz 4 (Cet. IV;
Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 127.

24 Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan (Bandung: Cordoba, 2021), h. 36.
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disyariatkannya khuluk.?®> Selain dalil dari Al-Qur’an, khuluk juga didasarkan pada hadis
sahih. Salah satu hadis yang menjadi dasar hukum khuluk adalah hadis yang diriwayatkan
oleh Imam al-Bukhari dari Ibnu ‘Abbas ra.

Voot ol Cl i B 23 0B o Jo g b EIE 8 0 o 8 B i G
st 06 25 1206 (s 6 530) 18 0 0ot 0 ) 3 55800 58T 555 (e

(sl olyy) Sl 1 3 e @8 Y 1w 6 (s Wiy ikad ) i A
Artinya:

Istri Sabit bin Qais datang kepada Nabi Muhammad saw. dan berkata, “Wahai

Rasulullah, tidaklah aku mencela Sabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya,

akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam.” Maka Rasulullah saw. bersabda:

“Apakah  kamu mengembalikan kebun miliknya itu?” la menjawab, “Ya.”

Rasulullah saw. bersabda: “Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak

satu.” (H.R Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang istri diperbolehkan mengajukan khuluk
kepada suaminya bukan karena adanya cacat akhlak atau agama pada suami, tetapi
karena ketidakharmonisan yang dikhawatirkan bisa menjerumuskannya ke dalam
kedurhakaan.?” Nabi saw. pun membolehkan perceraian dengan syarat istri
mengembalikan mahar yang telah diterimanya.

Disebutkan di dalam buku al-Tanbih fi al-Figh al-Syafi’i, bahwa khuluk memiliki
empat rukun, yaitu adanya suami yang sah dan memiliki hak talak, istri yang meminta
khuluk, kompensasi (‘iwad) yang diserahkan istri kepada suami, serta ijab dan kabul
(ucapan penerimaan dan persetujuan) yang jelas dan eksplisit.?® ljab berupa permintaan
istri untuk diceraikan dengan memberikan kompensasi, sedangkan kabul merupakan
penerimaan suami atas permintaan istri beserta kompensasinya. Semua rukun ini harus
terpenuhi secara nyata dan sempurna tanpa unsur paksaan dari kedua pihak.

Selain itu, terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk sahnya khuluk
menurut mazhab Syafii. Pertama, kedua pihak, yakni suami dan istri harus balig, berakal
sehat, dan cakap secara hukum, memahami konsekuensi dari akad khuluk. Kedua, akad
khuluk harus dilakukan atas kesepakatan bersama, tanpa adanya unsur paksaan,
intimidasi, atau tekanan psikologis dari siapa pun. Ketiga, kompensasi atau ‘wad harus
jelas diketahui secara pasti jenis, nilai, dan bentuknya, serta disepakati secara sukarela
oleh kedua pihak tanpa ada paksaan atau memberatkan salah satunya, keempat, suami

i

25 AbQ ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'T, Tafsir al-Imam al-Syafi’r, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Dar
al-Tadmuriyyah, 1427 H/2006 M), h. 361.

26 Ab{ ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’1l al-Bukhari, Sahih al-Bukhdri, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dar
ibn Kasir, 1414 H/1993 M), h. 2021.

27 Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bar bi-Syarh Sahih al-Bukhari, Juz 9 (Cet I; Beirut:
Dar al-Ma’rifah, 1937 H/1959 M), h. 400.

28 Abii Ishaq Ibrahim ibn ‘Al ibn Yasuf al-Syirazi, al-Tanbih fi al-Figh al-Syafi’i (Cet. I: Beirut: ‘Alam
al-Kutub, 1403 H/1983 M), h. 171.
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harus benar-benar memiliki hak untuk menjatuhkan talak secara sah menurut syariat
Islam.?®

Dalam Mazhab Syafii juga menegaskan bahwa khuluk tidak sah tanpa adanya
‘iwad yang jelas. lwad merupakan kompensasi berupa harta atau benda tertentu yang
diberikan istri kepada suami sebagai syarat pembebasan dari ikatan pernikahan. Bentuk
‘iwad ini bisa berupa pengembalian mahar yang pernah diterima istri, uang tunai,
barang berharga, atau bentuk harta lain yang disepakati secara bersama sesuai
kemampuan istri.3° Dan dalam Mazhab Syafii juga menjelaskan bahwa akad khuluk
menyerupai akad mu’awadah, sehingga pemberian ‘iwad haruslah jelas dan tidak
menimbulkan ketidakadilan baru bagi perempuan yang meminta cerai. Kompensasi yang
diberikan juga tidak boleh bersifat manipulatif atau memberatkan pihak istri. Dalam
menentukan ‘jwad , prinsip utama yang ditegaskan mazhab Syafii adalah transparansi,
kesepakatan sukarela, keadilan substansi, serta kepastian nilai kompensasi yang
diberikan. Ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dalam melindungi pihak
yang lemah, yaitu perempuan yang mengajukan khuluk, dari segala bentuk eksploitasi
atau pemerasan yang tidak adil.3!

Adapun lafaz khuluk menurut Imam al-Mawardi dalam buku al-Hawt al-Kabir
menjelaskan bahwa lafaz khuluk dapat dlucapkan dalam tlga bentuk. Pertama,

menggunakan lafaz talak secara tegas, misalnya, usz G,U.oJ.b A8 yang berarti “Aku
menceraikanmu dengan imbalan seribu dinar”. Kedua, menggunakan lafaz sindiran

dalam talak, misalnya, ”L}’lg z)éu L}JT" yang berarti “Engkai ba’in (terputus) dengan
seribu dinar”. Ketiga, menggunakan lafaz khusus seperti khulu’ atau mufadah, misalnya,

uzJL: L—Luéb” yang berarti “Engkau bebas”. Mazhab Syafii memandang bahwa apabila
Iafaz khuluk diucapkan dengan menyebut imbalan secara jelas, maka ia dinilai dengan
lafaz yang tegas dan bukan sindiran, karena telah hilang unsur kemungkinan makna
ganda. Oleh karena itu, akad khuluk dengan lafaz yang tegas dihukumi sebagai talak
ba’in, bukan fasakh, dan tidak memungkinkan rujuk kecuali dengan akad nikah baru.3?
Dalam konteks modern, salah satu kasus yang paling relevan untuk mengajukan
permintaan khuluk adalah ketika seorang suami melakukan perbuatan zina. Zina,
sebagaimana didefinisikan oleh Imam al-Nawawi1, adalah memasukkan kemaluan laki-
laki ke dalam kemaluan yang haram zatnya, tanpa ada unsur syubhat, dan dilakukan
dengan dorongan syahwat.33 Definisi ini menekankan bahwa perbuatan zina tidak hanya
dilihat dari aspek hubungan biologis, tetapi juga dari status keharamannya secara zat,

2% Abii Ishaq Ibrahim ibn ‘AlTibn Yasuf al-Syirazi, al-Tanbih fi al-Figh al-Syafi’i (Cet. I: Beirut: ‘Alam
al-Kutub, 1403 H/1983 M), h. 171.

30 AbQ Ishaq Ibrahim ibn ‘All ibn Yasuf al-Syirazi, al-Muhazab fi Figh al-Imam al-Syaf’i, Juz 2
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah), h. 492.

31Abi Ishagq Ibrahim ibn “Aliibn Yasuf al-Syirazi, al-Muhazab fi Figh al-lmam al-Syaf’T, Juz 2 (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘limiyyah), h. 494

32Abiu al-Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir fi Figh Mazhab al-Imam al-Syaf’i, Juz 10 (Cet I;
Lebanon: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1419 H/1999 M), h. 8-9.

33Ab0 Zakariyya Muhyt al-Din Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin
fi al-Figh (Cet I; Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H/2005 M), h. 295.
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misalnya, bukan istri atau budak yang sah. Dan dilakukan secara sadar tanpa keraguan
hukum, dan disertai dorongan syahwat. Zina merupakan dosa besar yang tidak hanya
merusak moralitas individu tetapi juga secara mendalam menghancurkan kepercayaan
dan ikatan emosional dalam suami istri.

Perbuatan zina secara jelas dilarang keras dalam Al-Qur’an, sebagaimana firman
Allah Swt. dalam Q.S al-Isra’/17: 32.

Z -

Yot 205, 8206 BEE)L6 19555 Y
Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan

suatu jalan yang buruk.3*

Karena beratnya tuduhan zina, hukum Islam menetapkan standar pembuktian
yang sangat guna melindungi kehormatan setiap individu dari tuduhan palsu atau fitnah.
Pembuktian zina dalam hukum pidana Islam mensyaratkan adanya empat orang saksi
laki-laki yang adil, yang secara langsung menyaksikan perbuatan zina tersebut secara
eksplisit. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nisa/4: 15.

V8 2 . g s O N L N - i e SR B B R ,’;’,‘.‘ A l."’/..i, ‘%"‘,
B ol @ BASCLAB Thde s 0B S Gagl F e Tl a2l 1sulad e Bl 5T T
S SR AT g 3 Ll 14555

Terjemahnya:

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-

perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka empat saksi di antara kamu (yang

menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah

mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau

sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.3®

Imam Syafii juga secara tegas menyatakan bahwa para saksi harus benar-benar
menyaksikan langsung perbuatan zina tersebut dengan jelas, bukan berdasarkan
dugaan, rumor, atau sekadar indikasi. Para saksi harus mampu memberikan rincian
secara jelas mengenai perbuatan zina tersebut kepada hakim. Jika saksi gagal
memberikan rincian yang jelas dan pasti, maka tuduhan zina tidak sah dan hukum pidana
zina tidak bisa ditegakkan.3®

Lebih lanjut, imam Syafii menjelaskan bahwa para saksi harus memenubhi kriteria
khusus, yakni, mereka harus adil, dewasa, berakal sehat, tidak fasik, dan memiliki
reputasi moral yang baik. Kesaksian dari saksi yang tidak memenuhi syarat tersebut
dianggap tidak sah secara hukum Islam. Dalam situasi di mana jumlah saksi kurang dari
empat atau kesaksian yang diberikan tidak memenuhi standar yang ditentukan, maka
Islam mengategorikan tuduhan tersebut sebagai gazaf (fitnah zina).3” Pelaku tuduhan ini

34Kementerian Agama R.l., Al-Qur’an Hafalan (Bandung: Cordoba, 2021), h. 285.

35Kementerian Agama R.l., Al-Qur’an Hafalan (Bandung: Cordoba, 2021), h. 79.

36Abl ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Umm, Juz 5 (Cet II; Beirut: Dar al-Fikr, 1403
H/1983 M), h. 54.

37Ab0 ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Umm, Juz 5 (Cet II; Beirut: Dar al-Fikr, 1403
H/1983 M), h. 55.
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justru akan dikenakan hukuman berat berupa cambukan 80 kali sebagaimana firman

Allah Swt. dalam Q.S al-Ndr/24: 4.

J{j‘jc\x 302 V.&WYJNU&-M&).U}-U;\.L@ML”M a@;?&:l p/j.;’ “:3503
d .-/ /.S\ é,i

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan

mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan

puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya.

Mereka itulah orang-orang yang fasik.38

Namun, selain kesaksian empat orang saksi, pembuktian zina juga bisa dilakukan
melalui pengakuan pelaku secara sukarela.>® Pembuktian zina dalam hukum pidana
syar’i sangat ketat, terutama Mazhab Syafii yang mensyaratkan kesaksian dari empat
orang laki-laki. Sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Nawaw1 dalam bukunya Raudatuh
al-Talibin, kesaksian terhadap perbuatan zina tidak dianggap sah kecuali dengan
menghadirkan empat orang laki-laki sebagai saksi ataupun dengan pengakuan langsung
dari pelaku.*® Selain itu, perbuatan zina yang disaksikan juga harus dijelaskan secara
rinci. Para saksi wajib menyebutkan siapa pelaku yang melakukan zina, serta
menggambarkan perbuatan zina tersebut secara jelas.*

Adapun pembuktian melalui foto, video, ataupun CCTV, hal itu dapat
dipertimbangkan, tetapi hanya jika disertai dengan kehadiran empat saksi mata secara
langsung. Jika hanya terdapat bukti rekaman tanpa saksi mata, maka hukuman zina tidak
dapat dijatuhkan. Penggunaan bukti tidak langsung dinilai akan menghilangkan
persyaratan yang jelas tertulis di dalam Al-Qur’an, yaitu adanya empat orang saksi mata.
Dalam hukum Islam juga, alat dan metode pembuktian zina harus bersifat langsung,
bukan berdasarkan bukti tidak langsung, dan tidak boleh mengandalkan rekaman seperti
CCTV, karena rekaman tersebut rentan terhadap manipulasi maupun intervensi
manusia.*?

Kendati demikian, dalam konteks perceraian, terutama jalur khuluk, syariat
memberi ruang bagi istri untuk mengakhiri pernikahan meskipun tanpa bukti formal
perzinaan. Jika istri mengalami tekanan batin, ketakutan dalam menjalankan kewajiban
rumah tangga, atau merasa bahwa suasana pernikahan telah menggerus ketenangan
dan keimanannya, maka ia dapat mengajukan khuluk tanpa harus membuktikan secara
pidana kesalahan suami. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Nawawi dalam

38kementerian Agama R.l., Al-Qur’an Hafalan (Bandung: Cordoba, 2021), h. 350.

3% Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 9 (Cet. IV: Damaskus: Dar al-
Fikr), h. 6049.

40Ab0 Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin,
Juz 11 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1412 H / 1991 M), h. 252.

41Abl Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin,
Juz 11 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1412 H / 1991 M), h. 252.

42 Yahaya Ibrahim Abikan, “Examining The Admissibility or Otherwise of Evidence Generated from
Close-Circuit Telesion (CCTV) and Deoxyribonucleic Acid (DNA) Test as Means of Proof of Zina Under
Islamic Law”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 17, No. 1 (2023): h. 95
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bukunya Raudah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin, khuluk sah dilakukan baik dalam
keadaan adanya konflik maupun dalam kondisi rukun. Dan tidak ada larangan dalam
khuluk bila dilakukan karena adanya konflik, atau karena istri membenci kehidupan
bersama suami karena buruknya akhlak atau agama suami, atau karena takut melalaikan
sebagian hak-haknya, atau karena suami memukulnya dalam rangka mendidik.*3

Jika seorang suami menolak khuluk padahal alasan istri sangat kuat seperti kasus
zina, kekerasan, atau penelantaran, Islam memberi jalan keluar melalui mekanisme
fasakh, yaitu pembatalan pernikahan oleh hakim agama. Fasakh adalah pembatalan
akad nikah dari dasarnya karena adanya sebab syar’t yang menghalangi kelangsungan
hubungan suami istri secara adil.** Dalam situasi ini, keberadaan hakim sangat penting
untuk menegakkan keadilan ketika hubungan pernikahan sudah tidak lagi membawa
kemaslahatan. Hakim tidak hanya bertugas menjalankan hukum secara prosedural,
tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, moral, dan sosial istri sebagai pihak
yang dirugikan, dan memastikan keadilan substansi dalam penyelesaian perkara.

Peran hakim sangat dibutuhkan untuk melindungi perempuan dari eksploitasi
maupun ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga. Pengadilan agama harus memiliki
sensitivitas dan kompetensi tinggi dalam menetapkan kompensasi (‘iwad) yang tidak
memberatkan, serta memastikan bahwa rukun dan syarat khuluk terpenuhi dengan adil
dan manusiawi. Pengetahuan mendalam hakim mengenai konsep khuluk, termasuk
aspek rukun, syarat, ‘iwad , lafaz, idah, serta alternatif fasakh ini, sangat penting untuk
menghadirkan keadilan substantif dalam kehidupan nyata umat Islam.

Pendekatan fleksibel mazhab Syafii ini sangat relevan dalam konteks modern, di
mana sering kali istri menjadi korban diam-diam atas pelanggaran moral suami. hakim
harus mampu memahami konteks ini dengan bijaksana, tidak hanya terpaku pada
formalitas hukum pidana, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, moral, dan
dampak sosial yang dirasakan istri. Dengan demikian, khuluk dalam mazhab Syafii tidak
hanya menjadi instrumen hukum syar’T yang sah tetapi juga merupakan solusi
kemanusiaan yang nyata, memberi ruang bagi perempuan untuk terbebas dari kondisi
rumah tangga yang penuh kezaliman dan ketidakadilan secara bermartabat dan
terhormat.

Hal ini menunjukkan kebijaksanaan dan keluasan mazhab Syafii dalam
melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam situasi modern yang kompleks, di
mana pembuktian pidana zina nyaris mustahil namun kemudaratan psikologi dan
emosional yang dialami istri sangat nyata dan tidak terbantahkan. Kebijaksanaan ini
mencerminkan prinsip Islam yang mengedepankan keadilan substansi dan perlindungan
terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, mazhab Syafii tidak semata-mata fokus
pada aspek legal-formal dalam urusan pembuktian zina, tetapi juga mempertimbangkan
nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap martabat perempuan. Pernikahan bukanlah

43 Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin,
Juz 7 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1412 H / 1991 M), h. 374.

4Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 9 (Cet. IV: Damaskus: Dar al-
Fikr), h. 6869.
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ikatan yang memaksa salah satu pihak bertahan dalam ketidaknyamanan yang terus-
menerus, terlebih ketika kehormatan, jiwa, dan nilai-nilai agama telah ternodai.

Gugat Cerai karena Suami Melakukan Zina dalam Kompilasi Hukum Islam

Salah satu dasar normatif yang menjadi pijakan hukum gugat cerai karena
perzinaan suami tercantum pada Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang
berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*®

Ketentuan ini menegaskan bahwa perzinaan suami secara resmi diakui sebagai
alasan sah bagi istri untuk mengajukan cerai gugat di peradilan agama. Dengan adanya
peraturan ini, KHI tidak hanya mencerminkan moral agama, tetapi juga menunjukkan
sensitivitas terhadap realitas sosial yang dihadapi perempuan dalam rumah tangga. Zina
dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip sakinah, mawadah, dan
rahmah. Dan negara melalui KHI memberikan ruang legal kepada perempuan untuk
membebaskan diri dari pernikahan yang telah rusak secara emosional, spiritual, dan
sosial.

Setelah membahas secara mendalam perspektif mazhab Syafii mengenai khuluk
dan hak istri untuk mengakhiri pernikahan sebagai bentuk reaksi atas perzinaan yang
dilakukan oleh suami, maka penting untuk beranjak kepada dimensi hukum Islam yang
berlaku secara resmi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sistem hukum di Indonesia
tidak berlandaskan pada satu mazhab saja, melainkan menyatukan prinsip-prinsip fikih
dari berbagai mazhab ke dalam satu bentuk aturan hukum yang lebih praktis, yaitu
Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan keputusan
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hasil ikhtiar formalisasi hukum keluarga Islam agar
selaras dengan konteks sosial dan hukum nasional Indonesia.*® Oleh karena itu, KHI
memiliki posisi strategis sebagai acuan normatif dalam menyelesaikan permasalahan
rumah tangga di lingkungan peradilan agama, termasuk dalam hal gugat cerai yang
diajukan oleh istri karena perbuatan zina yang dilakukan suami.

Secara normatif, gugat cerai didefinisikan sebagai permohonan yang diajukan istri
kepada pengadilan karena terdapat alasan sah menurut hukum, seperti kekerasan dalam
rumah tangga, perselingkuhan, suami tidak menafkahi, atau memiliki kelainan mental
yang mengganggu kehidupan rumah tangga.*” Mekanisme ini memberi ruang kepada
perempuan untuk menyuarakan penderitaan mereka dalam pernikahan, dan pengadilan
memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang

% Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011),
hal 92.

46 Hendrayani, dkk., “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar, dan Eksistensinya
dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia”, Journal Scientific of
Mandalika 6, no, 3 (2025): h. 681.

47M. Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar
Lampung (Bandar Lampung; Pusaka Media, 2020), h. 2.
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diajukan. Sebaliknya, yang sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, khuluk
adalah permintaan cerai yang datang dari inisiatif istri sendiri, namun disertai
kompensasi kepada suami. Dalam hal ini, khuluk seolah memberikan kebebasan kepada
perempuan untuk keluar dari pernikahan tanpa harus membuktikan kesalahan suami,
tetapi kebebasan itu dibayar dengan harga yang tidak ringan, terutama jika suami
memanfaatkan posisi tawarnya dengan meminta kompensasi yang besar atau bahkan
menolak perceraian tersebut secara sepihak.

Meskipun dalam praktiknya banyak kasus perceraian atas permintaan istri yang
dapat dikategorikan sebagai khuluk, namun mayoritas penyelesaian di pengadilan tetap
menggunakan jalur cerai gugat.*® Hal ini terjadi karena cerai gugat memberikan landasan
hukum yang lebih jelas, baik dari sisi prosedur maupun perlindungan terhadap hak-hak
perempuan, seperti nafkah dan hak asuh anak. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan
utama hukum keluarga di Indonesia memang mencantumkan kedua, baik gugat cerai
maupun khuluk, namun secara struktur dan pasal, KHI memberikan perhatian lebih
terhadap mekanisme gugat cerai. Pasal 116 KHI menyebutkan dengan rinci alasan-alasan
yang dapat digunakan oleh istri untuk mengajukan cerai, dari aspek ekonomi, moral,
hingga ketidakhadiran suami, yaitu:

Pasal 116 KHI: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan
dalam rumah tangga.*

Sementara itu, khuluk baru dijelaskan secara prosedural dalam Pasal 148, yang

menyebutkan sebagai talak tebusan. Namun meskipun prosedurnya telah disebutkan,

48Endang Sri Lestari, “Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan Khulu’; Studi
di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A”, Skripsi (Lampung: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan, 2023),
h.7.

4 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011),
hal 92.
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pelaksanaannya tetap bergantung pada kesepakatan besarnya ‘iwad antara istri dan
suami, serta ikrar talak dari suami di hadapan pengadilan.>®

Namun, penting dicatat bahwa dalam perceraian melalui khuluk, terdapat
konsekuensi hukum yang tidak ringan bagi pihak istri. Salah satunya adalah suami yang
tidak berkewajiban memberikan nafkah idah kepada istri yang meminta cerai melalu
khuluk. Ketentuan ini secara jelas tertulis dalam pasal 149 huruf (b) KHI, yang
menyebutkan bahwa nafkah idah hanya diberikan dalam hal cerai karena talak biasa,
bukan khuluk.>! Dengan kata lain, karena perceraian melalui khuluk dipandang sebagai
inisiatif dan pembebasan diri dari istri, maka ia dianggap melepaskan hak-hak finansial
tertentu pasca perceraian. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa banyak perempuan
memilih jalur cerai gugat dibanding khuluk, terutama jika mereka berada dalam posisi
yang tidak kuat secara ekonomi.

Dengan demikian, dominasi jalur gugat cerai dalam perceraian di Indonesia
bukan hanya karena alasan legal-formal, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya
perempuan untuk mencari keadilan yang lebih substantif. Mekanisme gugat cerai
memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara
lebih menyeluruh, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Sementara itu,
meskipun khuluk tetap sah dalam pandangan syari'ah, dalam praktiknya masih
menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi regulasi, pemahaman masyarakat, hingga
struktur dalam rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku
kepentingan, termasuk hakim peradilan agama, advokat, dan lembaga bantuan hukum
untuk terus mendorong penguatan perspektif keadilan gender dalam semua bentuk
perceraian, agar setiap perempuan yang ingin keluar dari pernikahan yang tidak sehat
dapat melakukannya dengan bermartabat dan terlindungi secara hukum.

Perzinaan yang dilakukan oleh suami bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap
norma agama, tetapi juga pengkhianatan terhadap ikatan suci pernikahan yang
dibangun atas dasar kepercayaan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Dalam perspektif
hukum positif di Indonesia, pengkhianatan semacam ini telah diantisipasi secara eksplisit
melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu rujukan penting adalah Pasal 19
huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.>? Ketentuan
ini diperkuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang secara eksplisit
menyebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

50 |sma Zahrotun Nisa dan Masrokhin, “Komparasi Iwadh Khulu’ Perspektif Mazhab Syafii dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI1)”, Jurnal lImiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama 1, No. 4 (2023): h. 29.

51 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya. (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011),
hal 100.

52 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab V, pasal 19.
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1. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain-lain
yang sukar disembuhkan.>3

Ini menjadi bukti bahwa negara memberi ruang kepada istri untuk
memperjuangkan keadilan ketika nilai kesetiaan dan kehormatan rumah tangga
dilanggar.

Namun, penting untuk memahami bahwa gugatan cerai karena zina bukan hanya
soal pemutusan hubungan hukum formal antara suami dan istri. Lebih dari itu isu ini
menyentuh akar-akar ketidakadilan struktural dalam pernikahan, terutama ketika
seorang perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan secara sosial,
ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, kehadiran KHI sebagai hukum positif menjadi
sangat signifikan untuk melindungi istri dari eksploitasi dan ketertindasan dalam ikatan
yang seharusnya dibangun atas dasar cinta dan tanggung jawab. Dalam realitas
praktiknya, gugatan cerai yang diajukan oleh istri atas dasar zina sering kali merupakan
bentuk perjuangan untuk mendapatkan kembali martabat dan rasa aman dalam
kehidupan berkeluarga.

Gugatan cerai karena zina dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam juga
mencerminkan pentingnya pendekatan yang adil dan berperspektif gender dalam sistem
hukum keluarga di Indonesia. Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai karena
suami berzina, ia tidak hanya memperjuangkan haknya sebagai individu yang terluka
secara emosional dan spiritual, tetapi juga menuntut pemulihan atas ketidaksetaraan
kuasa yang selama ini terjadi dalam pernikahan. Dalam banyak kasus, perempuan yang
mengalami pengkhianatan ini sering kali harus menghadapi tekanan sosial yang berat,
mulai dari stigma sebagai perempuan yang gagal dalam mempertahankan rumah tangga,
hingga rasa bersalah yang dibebankan secara struktural padanya. Oleh sebab itu, melalui
pengakuan resmi terhadap zina sebagai alasan sah perceraian dalam KHI, negara secara
tidak langsung menegaskan bahwa kehormatan dan kesejahteraan perempuan dalam
rumah tangga harus mendapat tempat yang setara dalam peradilan agama.

Dalam konteks hukum acara, pembuktian kasus perzinaan tidak mensyaratkan
standar pembuktian pidana seperti yang dikenal dalam hukum Islam klasik, yakni dengan
menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil. Sebaliknya, sistem hukum di
lingkungan peradilan agama Indonesia menggunakan hukum acara perdata
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866,>* yang memungkinkan hakim menilai
perkara berdasarkan beragam jenis bukti berupa foto, rekaman percakapan, pesan teks,
hingga kesaksian pihak ketiga yang dapat memberikan gambaran utuh tentang perilaku
tidak setia dalam rumah tangga. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan
bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi dan dokumen elektronik tersebut

53 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011),
hal 92.

54 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1866.
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merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku
di Indonesia.>>

Fleksibilitas ini sangat penting, mengingat dalam praktiknya sangat sulit bagi
seorang istri untuk membuktikan perzinaan suami dengan cara-cara konvensional yang
ketat. Hal ini tercermin, misalnya, dalam putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Jmb, di
mana hakim Pengadilan Agama Jambi menerima alat bukti elektronik, seperti tangkapan
layar WhatsApp dan fotokopi gambar sebagai alat bukti sah, selama memenuhi syarat
formil dan materil. Dalam kasus tersebut, bukti elektronik dinilai sebagai bukti
permulaan (persangkaan) yang sah apabila didukung oleh bukti lain, dan menjadi dasar
pertimbangan dalam memutus perkara perselingkuhan.>®

Pendekatan progresif ini telah diterapkan di sejumlah pengadilan agama, seperti
yang terlihat dalam praktik di Kuala Tungkal, di mana hakim tidak bergantung pada
alasan tunggal zina, melainkan menggabungkannya dengan alasan lain seperti
pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (h) KHI.>’
Strategi ini bertujuan agar gugatan cerai tetap dapat diterima dan diproses adil, tanpa
terhambat oleh batasan pembuktian formal yang sulit dipenuhi. Langkah ini
mencerminkan keberanian dan kepekaan hakim terhadap kenyataan sosial yang
kompleks, serta menunjukkan bahwa sistem peradilan agama bisa bersikap adaptif dan
responsif terhadap penderitaan emosional dan sosial yang dialami oleh istri.

Sebagai contoh konkret, studi dari peradilan agama Samarinda dalam perkara No.
1552/Pdt.G/2016/PA.Smd. menunjukkan bahwa gugatan cerai karena suami yang
berulang kali berselingkuh, bahkan menikah lagi tanpa izin istri, diterima oleh hakim
setelah menilai dampak psikologis dan kehancuran rumah tangga yang ditimbulkan.
Dalam kasus ini, hakim menunjukkan sensitivitas terhadap penderitaan emosional istri,
yang sering kali menjadi korban diam dalam relasi yang timpang.>® Ini sekaligus
membuktikan bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata tidak sekedar soal
formalitas, tetapi juga tentang keberanian untuk melihat realitas yang kasat mata
maupun yang tidak terlihat secara langsung, seperti rasa takut, trauma dan kehilangan
harga diri. Dalam hal ini, hakim tidak hanya terbatas pada kesaksian saksi saja, melainkan
dapat mempertimbangkan berbagai jenis bukti relevan dan kontekstual sesuai dengan
karakteristik dan keadaan perkara.

Selain itu, penerapan KHI yang adaptif terhadap dinamika sosial ini juga
menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan pemahaman hukum Islam yang lebih
kontekstual dan berkeadilan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syar’t yang menjadi
landasannya. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa hukum Islam dalam ruang

55Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, bab I, pasal 5.

56 Anesha lliana llahi, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian
Pada Proses Acara di Pengadilan Agama Jambi: Studi Kasus Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Jmb”, Skripsi,
(Jambi: Fak. Hukum Universitas Jambi, 2021).

57 Achmad Husaini, “Dinamika Perceraian Karena Zina dan Problematika Saksi: Studi di
Pengadilan Agama Kuala Tungkal”, ‘Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, No. 2 (2024). h. 155.

8 Rizal Muarif, dkk., “Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian; Studi Kasus Putusan
1552/PDT.G/2016/PA.SMD”, Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam 12, No. 1 (2025), h. 263.
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lingkup nasional tidak boleh menjadi alat yang memperburuk penderitaan korban,
terutama perempuan yang selama ini kerap menghadapi diskriminasi dan kesulitan
dalam mengakses keadilan. Fleksibilitas dalam penilaian bukti dan pertimbangan
terhadap konteks sosial-emosional merupakan bagian dari ijtihad hukum yang
dibenarkan dalam kerangka maqasid al-Syariah, guna menjaga kehormatan dan
kemaslahatan. Karena itu, peradilan agama seharusnya tidak hanya administratif, tetapi
juga menjadi sarana pemulihan keadilan dan martabat. Pendekatan ini mendorong
responsivitas terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam penggunaan bukti
elektronik. Dengan demikian, KHI bukan hanya hukum formal, tetapi juga ceriminan
ijtihad sosial yang relevan.

Perbuatan zina dalam rumah tangga sejatinya bukan hanya pelanggaran terhadap
norma agama, melainkan juga bentuk pengkhianatan emosional dan psikis yang sangat
mendalam, yang dapat mengurangi secara perlahan namun pasti kepercayaan, rasa
aman, serta kestabilan relasi antara suami dan istri. Zina bukan sekedar tindakan fisik
yang melanggar hukum syariat, tetapi juga simbol dari runtuhnya komitmen moral dalam
menjaga kesetiaan, saling menghargai, dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri.
Dalam konteks ini. Pernikahan yang sehat dalam pandangan Islam tidak cukup hanya
ditandai oleh terpenuhinya aspek legal formal melalui akad nikah, melainkan harus
dilandasi oleh prinsip-prinsip spiritual dan emosional yang mendalam, yaitu sakinah,
mawadah, dan rahmah, sebagai ditegaskan dalam Q.S al-Riim/30: 21.

g - l. . ? g/’ f./ & }/5, s . /5/5 2 - z ’/‘,} ~./‘5w }//// f/‘ ~, Fl
SV s o by Tp 8558 (S ass ) B2 gl il o SO Gls O e 2
Oy o3

Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir.>®
dan secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawadah, dan rahmah.®°
Ketika prinsip-prinsip ini telah rusak akibat tindakan salah satu pihak, khususnya
suami yang melakukan zina, maka ikatan pernikahan menjadi rapuh bahkan hampa
makna. Pada titik inilah tidak lagi hanya dipandang sebagai opsi, melainkan sebagai hak
yang bersifat mendesak bagi istri untuk membebaskan diri dari ikatan yang secara batin
telah hancur. Dalam kerangka perlindungan hak asasi dan martabat perempuan,
perceraian menjadi sarana bagi korban untuk menjaga kehormatan dirinya,
menyelamatkan kesehatan mental, serta mempertahankan hidup yang layak dan

59 Kementerian Agama R.l., Al-Qur’an Hafalan (Bandung: Cordoba, 2021), h. 406.

80 Mahkamah agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011),
hal 64.
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bermartabat, baik secara syar’i maupun sosial. Hal ini senada dengan pendapat Agatha
dan Endah dalam Jurnal limiah Penelitian bahwa isu mengenai ketidaksetiaan seorang
suami kepada istrinya dapat menciptakan tekanan yang sangat besar. Akibat dari
tindakan tidak setia tersebut, wanita mengalami masalah pada kesehatan fisik dan
mentalnya. Masalah pada kesehatan fisik dan mentalnya. Rasa percaya diri yang hilang
secara berlebihan membuat istri mengekspresikan kekecewaannya dengan melakukan
tindakan yang berdampak negatif pada kesehatannya sebagai korban perselingkuhan.®!

Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban zina suami tidak hanya
mengalami luka batin, tetapi juga dampak psikologis serius seperti trauma, kecemasan,
hingga depresi yang berkepanjangan.®? Oleh karena itu, membiarkan perempuan
terjebak dalam pernikahan yang penuh dengan pengkhianatan bukan hanya
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan
semangat keadilan Islam. KHI dalam hal ini hadir bukan hanya sebagai aturan hukum
yang dingin dan formalistik, melainkan sebagai payung perlindungan yang menempatkan
kesejahteraan dan martabat perempuan sebagaimana dari tujuan hukum Islam yang
lebih besar, yaitu magqasid al-Syari’ah, khususnya dalam menjaga al-‘Ird (kehormatan)
dan al-Nafs (jiwa). Maka, perceraian dalam kasus zina bukanlah bentuk kegagalan
menjaga rumah tangga, tetapi justru langkah berani untuk mempertahankan integrasi
diri dan membangun kembali hidup yang lebih bermakna, bebas dari beban batin yang
ditimbulkan oleh relasi yang tidak sehat.

Penting untuk disadari bahwa pembahasan mengenai khuluk dan gugat cerai
karena zina tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga berkaitan dengan dinamika
sosial dan posisi perempuan dalam hubungan rumah tangga. Dalam praktiknya,
perempuan sering kali menghadapi tantangan struktural dalam memperjuangkan hak
cerainya, terutama ketika berhadapan dengan situasi yang timpang secara informasi,
dukungan hukum, dan tekanan sosial. Penelitian Nurhasan (2024) menunjukkan bahwa
meskipun regulasi hukum telah tersedia untuk melindungi perempuan dalam proses
perceraian, kenyataan di lapangan justru menampilkan berbagai hambatan struktural
yang menyulitkan mereka dalam memperjuangkan hak-haknya. Hambatan tersebut
antara lain mencakup kurangnya informasi dan dukungan hukum, ketidakhadiran suami
dalam sidang, hingga stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai, yang semakin
memperberat beban psikologis dan emosional mereka.®3

Dalam masyarakat yang masih patriarki, keberanian seorang istri untuk
mengakhiri pernikahan karena dikhianati secara emosional dan spiritual oleh suami
adalah bentuk afirmasi atas hak-haknya sebagai manusia utuh. Dalam konteks ini,
Kompilasi Hukum Islam secara jelas memberi ruang legal bagi perempuan untuk

61 Agatha Cahya Kusuma Wardani dan Endah Fajri Arianti, “Dampak Perselingkuhan Terhadap
Kesehatan Mental Wanita Pada Pasien Rumah Singgah Gajah Mada”, Mandira Cendikia 1, no. 13 (2023):
h. 37.

62Sindi Putri Anggrahini, “Coping Stress Istri Yang Bercerai Karena Suami Selingkuh; Studi Kasus
Pada Istri Yang Bercerai di Dusun Jloko Kulon Desa Plosorejo Kecamatan Matesi Kabupaten Karanganyar”,
Skripsi (Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said, 2022), h. 72.

53 Nurhasana, “Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di
Pengadilan Agama”, USRATY: Journal of Islamic Family Law 2. No.1 (2024), h. 80 dan 85.
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mengajukan gugat cerai atas dasar perzinaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116
huruf (a) KHI, yang menyatakan perzinaan suami merupakan salah satu alasan sah bagi
istri untuk mengakhiri pernikahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya
memuat prinsip moral agama, tetapi juga mengakomodasi realitas sosial di mana
perempuan harus dilindungi dari tindakan pengkhianatan yang merusak rumah tangga.

Komparasi Pandangan Mazhab Syafii dan KHI dalam menangani Gugat Cerai Terhadap
Suami Pelaku Zina

Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengakui bahwa
perbuatan zina yang dilakukan oleh suami dapat menjadi dasar sah bagi istri untuk
mengajukan perceraian. Namun, pendekatan keduanya berbeda dalam hal sumber
hukum, prosedur perceraian, mekanisme pembuktian, perlindungan hak-hak
perempuan, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan psikologis perempuan.

Mazhab Syafii berpijak pada kerangka fikih normatif dengan dasar hukum dari Al-
Qur’an dan hadis, khususnya Q.S al-Bagarah/2: 229 dan hadis mengenai istri Sabit bin
Qais. Dalam kerangka ini, perceraian melalui jalur khuluk diperbolehkan ketika istri
menginginkan pemutusan pernikahan dengan memberikan kompensasi (‘iwad ) kepada
suami. Khuluk dilakukan secara sukarela dan harus memenuhi rukun serta syarat
tertentu, seperti kejelasan lafaz, kesepakatan tentang ‘iwad , serta ketiadaan paksaan.
Jika suami tidak menyetujui, maka perempuan masih dapat menempuh jalur fasakh,
yaitu pembatalan pernikahan melalui keputusan hakim karena adanya mudarat atau
ketidakadilan yang dialami istri. Mazhab ini menekankan bahwa khuluk bukan sekedar
talak biasa, tetapi ‘akad mu’awadah (pertukaran) yang memerlukan kejelasan bentuk
dan nilai kompensasi. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara hak suami dan
hak istri sekaligus melindungi martabat perempuan yang ingin membebaskan diri dari
relasi rumah tangga yang menyakitkan.

Namun demikian, pendekatan ini tidak lepas dari tantangan di masyarakat
sekarang. Salah satu keterbatasan krusial dalam praktik khuluk adalah
ketergantungannya pada persetujuan suami. Ketika suami menolak melepaskan istri
melaluijalur khuluk, perempuan tidak bisa memilih pilihan lain selain mengajukan fasakh
ke hakim, yang bisa jadi prosesnya lebih panjang dan kompleks. Dalam konteks
masyarakat patriarkal, posisi ini sering kali dimanfaatkan oleh suami untuk
mempertahankan kekuasaan dalam rumah tangga meskipun telah terjadi
pengkhianatan atau kekerasan. Oleh karena itu, sekalipun khuluk terlihat menawarkan
jalan keluar secara syar’, praktiknya sering kali terhambat oleh struktur relasi gender
yang timpang dan belum sepenuhnya berpihak pada keadilan substansi bagi perempuan.
Hal ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga, terutama
dalam struktur sosial patriarkal. Dengan demikian, sangat penting untuk memperjelas
ulang pendekatan terhadap khuluk, baik dalam pemaknaan fikih maupun dalam
implementasi sosialnya, agar benar-benar menjadi sarana yang adil, empatik, dan
aplikatif dalam melindungi perempuan dari hubungan yang merugikan.

Sementara itu, KHI sebagai bagian dari hukum positif Indonesia memberikan
ruang formal kepada istri untuk menggugat cerai suami melalui pengadilan agama.
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Dalam KHI, alasan-alasan perceraian, termasuk zina, diatur secara jelas dalam pasal 126.
Pendekatan ini tidak mewajibkan pembuktian zina sebagaimana dalam fikih klasik yang
mengharuskan empat saksi laki-laki yang adil. Sebagai gantinya, pembuktian cukup
dilakukan melalui hukum acara perdata dengan menggunakan bukti-bukti kontekstual
seperti rekaman suara, pesan teks, foto, atau kesaksian pihak ketiga yang mendukung.
Fleksibilitas ini sangat membantu perempuan yang berada dalam posisi sulit untuk
memenuhi standar pembuktian hudud. Bahkan, dalam praktiknya, gugatan cerai sering
kali digabungkan dengan alasan-alasan lain seperti kekerasan, pertengkaran terus-
menerus, atau hilangnya rasa kasih sayang, untuk memperkuat posisi hukum istri di mata
hakim.

Meskipun KHI secara normatif telah memberikan ruang hukum yang progresif
bagi perempuan untuk menggugat cerai atas dasar perzinaan suami, kenyataannya
implementasi di tingkat peradilan masih menyisakan banyak tantangan. Salah satu
persoalan utama terletak pada kurangnya perspektif keadilan gender di kalangan aparat
penegak hukum, termasuk hakim di pengadilan agama. Komnas Perempuan (2023)
mencatat bahwa perempuan yang mencari keadilan melalui lembaga peradilan sering
kali menghadapi proses hukum yang berbelit, minim empati dan bahkan bentuk-bentuk
perlakuan yang menyudutkan korban, seperti pertanyaan bernada menyalahkan korban
atau narasi moralistik yang menekan mereka untuk memaafkan demi anak atau rumah
tangga.®

Bukti-bukti kontekstual seperti pesan digital, rekaman suara, atau kesaksian tidak
langsung yang sangat relevan dalam perkara rumah tangga seringkali dianggap lemah
atau bahkan diabaikan. Komnas Perempuan (2023) menegaskan bahwa dalam banyak
kasus, bentuk bukti yang dibawa perempuan korban kekerasan atau perselingkuhan
dipinggirkan oleh aparat karena tidak memenuhi standar formal pembuktian,®> padahal
bukti digital adalah satu-satunya bukti yang bisa diakses perempuan dalam relasi
tertutup seperti rumah tangga.

Penelitian Nurhasanah (2024) juga memperkuat temuan ini, dengan
menunjukkan bahwa hambatan struktural dan sosial membuat banyak perempuan tidak
dapat mengakses hak-haknya secara utus meskipun sudah memperoleh putusan yang
sah. Akibatnya, akses terhadap keadilan substansif sering terhambat oleh kultur hukum
yang masih patriarkal dan birokratis.®® Ketimpangan ini menunjukkan bahwa antara teks
hukum yang diatur dalam KHI dan praktik aktual di pengadilan terdapat jarak yang
signifikan. Oleh karena itu, KHI membutuhkan penguatan tidak hanya dalam bentuk

64 Komnas Perempuan, CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan
Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (7 Maret 2023).
https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-
di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan (9 Juni 2025).

5 Komnas Perempuan, CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan
Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (7 Maret 2023).
https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-
di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan (9 Juni 2025).

% Nurhasana, “Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di
Pengadilan Agama”, USRATY: Journal of Islamic Family Law 2. No.1 (2024), h. 80-86.
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norma, tetapi juga dalam pelaksanaannya melalui pelatihan sensitif gender bagi hakim,
pendampingan hukum bagi korban, serta pembaruan mekanisme pembuktian yang lebih
akomodatif terhadap realitas rumah tangga.

Dalam hal konsekuensi ekonomi, terdapat perbedaan mencolok antara dua
sistem ini. Mazhab Syafii mengharuskan adanya kompensasi finansial dari pihak istri
dalam khuluk, yang pada praktiknya dapat memberatkan terutama bagi perempuan
yang tidak memiliki penghasilan mandiri. Imam Syafii dalam kitab a/-Umm secara tegas
menyatakan bahwa ‘iwad haruslah jelas dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan
baru bagi perempuan, dan istri yang memilih khuluk tidak akan mendapatkan nafkah
idah. Oleh karena itu, hakim dalam Mazhab Syafii harus memastikan bahwa nilai ‘iwad
tidak bersifat eksploitasi. Oleh karena itu, hakim dalam sistem Syafii harus memastikan
bahwa nilai ‘iwad tidak bersifat eksploitasi. Sebaliknya, dalam KHI, jika istri memilih
untuk melalui jalur gugat cerai, maka tidak ada kewajiban dia untuk membayar
kompensasi dan tetap mendapatkan nafkah idah dari suaminya. Pasal 149 huruf (b)
secara jelas menyebutkan bahwa nafkah idah tidak berlaku untuk cerai khuluk. Karena
itu, banyak perempuan lebih memilih gugat cerai karena dianggap lebih adil secara
ekonomi dan tidak membebani secara finansial.

Dari sisi perlindungan terhadap perempuan, mazhab Syafii mengedepankan nilai-
nilai maqasid al-Syari’ah seperti perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat manusia.
Fikih tidak hanya diliat sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan
spiritual. Ini tercermin dalam fleksibilitas penafsiran hakim ketika mempertimbangkan
kondisi emosional dan psikologis istri, serta urgensi penyelamatan dari hubungan yang
merusak. Pandangan ini sangat penting dalam konteks masyarakat patriarki, di mana
perempuan sering kali menjadi korban diam-diam dari pengkhianatan atau kekerasan
rumah tanggal. Disisi lain, KHI memberikan jaminan hukum secara formal dengan
pendekatan yang lebih administratif namun tetap sensitif terhadap konteks sosial. dalam
praktik peradilan agama, seperti yang terjadi di Samarinda atau Kuala Tungkal, hakim
sering kali menggunakan pendekatan progresif, tidak hanya berdasarkan satu alasan
perceraian, melainkan menggabungkan beberapa alasan untuk memperkuat posisi istri.

Pendekatan mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perceraian
karena zina juga dapat dianalisis dalam lima magqasid al-Syari’ah yakni, agama (din), jiwa
(nafs), akal (‘aqgl), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks perlindungan agama,
keduanya memungkinkan perempuan untuk keluar dari ikatan pernikahan yang penuh
pengkhianatan dan bertentangan dengan prinsip kesucian pernikahan, menjaga
kebersihan jiwa dan ibadah dari pengaruh hubungan yang rusak. Dalam hal pelindungan
jiwa, baik mazhab Syafii maupun KHI menekankan pentingnya keselamatan perempuan
dari hubungan yang membahayakan secara fisik atau mental, yang jika diteruskan dapat
menimbulkan depresi, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan bunuh diri. Dalam
perlindungan akal, keduanya memberikan ruang kepada perempuan untuk
menggunakan rasionalitas dan kebebasan berpikir dalam mengambil keputusan hukum
demi kebaikan dirinya. KHI secara jelas mendukung perempuan menggugat cerai atas
dasar logika dan bukti, sedangkan mazhab Syafii melalui khuluk dan fasakh juga
membuka jalur keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan akal dan mashlahat,

685 | Filvy Fatimah Ali, Saadal Jannah, Siti Sa’dianti
Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melakukan Zina Dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam



e - AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
AL-FIKRAH Vol. 2, No. 2 (2025): 665-690

JURNAL

KAJIAN ISLAM doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2597

mengenai keturunan, baik mazhab Syafii maupun KHI memberi perlindungan terhadap
anak-anak dari akibat hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, termasuk
kemungkinan pengasuhan tunggal yang lebih sehat secara psikis dan moral. Terakhir, dari
sisi perlindungan harta, sistem khuluk dalam mazhab Syafii tetap menjamin legalitas
harta suami istri dan pembatasan kompensasi yang adil, sedangkan KHI memastikan
perempuan mendapatkan hak ekonominya pasca cerai dengan lebih tegas dan
terstruktur.

Kombinasi antara fleksibilitas spiritual dalam mazhab Syafii dan kejelasan
prosedural dalam KHI menghadirkan dua model pendekatan hukum yang dapat saling
melengkapi. Mazhab Syafii memberikan nilai dan kedalaman pada aspek keadilan moral
dan spiritual, sementara KHI memberikan perlindungan hukum yang nyata dan mudah
diakses dalam sistem kenegaraan. Melalui integrasi prinsip-prinsip keduanya,
perempuan yang menjadi korban pengkhianatan suami karena zina dapat memperoleh
jalan keluar yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara sosial dan
psikologis. Dalam praktiknya, perceraian bukan lagi sekadar proses pemutusan ikatan
hukum, tetapi menjadi ruang afirmasi bagi perempuan untuk memperjuangkan harga
diri, keselamatan emosional, serta kehidupan yang lebih tenang dan bermartabat.

Jika dirinci lebih lanjut, maka perbandingan kedua sistem ini dapat diliat dari
enam aspek penting. Pertama, dari segi dasar hukum, mazhab Syafii berpijak pada Al-
Qur’an, hadis sahih, dan ijmak, sedangkan KHI mengambil prinsip-prinsip syar’iah
namun mengimplementasikannya dalam kerangka hukum nasional yang kodifikatif dan
administratif. Kedua, dalam prosedur perceraian, mazhab Syafii menekankan
kesepakatan dalam bentuk khuluk atau fasakh, sedangkan KHI memfasilitasi gugatan
melalui pengadilan agama secara administratif. Ketiga, dalam hal pembuktian zina,
mazhab Syafii memerlukan empat saksi laki-laki atau pengakuan, sedangkan KHI lebih
longgar dengan bukti kontekstual dan digital. Keempat, konsekuensi hukum di mazhab
Syafii menuntut ‘‘wad dari istri dan penghapusan nafkah idah, sedangkan KHI memberi
nafkah dan mut’ah kecuali pada cerai khuluk. Kelima, perlindungan perempuan dalam
mazhab Syafii berbasis maqasid al-Syari’ah dan moralitas, sedangkan KHI lebih pada
sistem perlindungan hukum formal. Terakhir, fleksibilitas hukum di mazhab Syafii
tercermin dalam penyesuaian terhadap maslahat, sementara KHI menawarkan
fleksibilitas melalui hukum acara yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan
teknologi.

Dengan melihat seluruh aspek ini, jelas bahwa pendekatan mazhab Syafii dan KHI
tidak perlu dilihat sebagai dua kutub yang bertentangan, melainkan sebagai sistem
hukum yang dapat melengkapi, satu sebagai fondasi moral-etik, dan yang lain sebagai
sistem hukum positif yang aplikatif dalam konteks negara hukum modern. Dalam hukum
keluarga Islam hanya dapat tercapai ketika sistem hukum tidak hanya menekankan
kepatuhan pada prosedur, tetapi juga membuka ruang bagi pemulihan martabat dan
perlindungan terhadap pihak yang lemah. Perceraian dalam kasus zina bukanlah bentuk
kegagalan dalam menjaga rumah tangga, melainkan langkah dasar untuk
mempertahankan integritas diri dan kehidupan yang lebih bermakna.
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KESIMPULAN

Gugat cerai karena zina dalam perspektif mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum
Islam sama-sama memberikan ruang hukum bagi perempuan untuk mengakhiri
pernikahan yang membawa kemudaratan. Namun, keduanya merepresentasikan
pendekatan yang berbeda. Mazhab Syafii menekankan aspek normatif dengan standar
pembuktian zina yang sangat ketat berdasarkan hukum hudud, yakni melalui empat
orang saksi laki-laki yang menyaksikan langsung perzinaan. Dalam kasus di mana
pembuktian zina sulit dipenuhi, perempuan tetap diberikan alternatif melalui khuluk jika
ia merasa tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri karena alasan moral,
emosional, atau psikologis.

Mazhab Syafii menempatkan khuluk sebagai pilihan utama bagi perempuan
untuk membebaskan diri dari pernikahan yang tidak lagi membawa maslahat, dengan
prosedur yang menuntut kejelasan akad, kompensasi ‘iwad, dan kesukarelaan dari kedua
belah pihak. Pendekatan ini sangat menjunjung tinggi prinsip maqgasid al-Syari‘ah,
seperti menjaga jiwa dan kehormatan. Khuluk bukan sekedar perceraian, tetapi
merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan agar dapat keluar dari
pernikahan yang merugikan secara spiritual dan psikologis. Bahkan jika khuluk ditolak,
fasakh dapat ditempuh melalui keputusan hakim.

Sementara itu, KHI hadir sebagai hukum positif nasional yang menyederhanakan
prosedur gugat cerai melalui jalur pengadilan agama. Dalam KHI, zina cukup dibuktikan
dengan alat bukti perdata seperti rekaman, pesan teks, atau kesaksian, tanpa harus
memenuhi syarat empat saksi laki-laki sebagaimana dalam hudud. Ini menjadikan KHI
lebih realistis dalam merespons kebutuhan hukum perempuan di era modern. Lebih dari
itu, KHI juga menjamin perlindungan finansial pasca perceraian melalui hak atas nafkah
idah dan mut’ah, selama bukan cerai khuluk. Jalur gugat cerai menjadi solusi hukum yang
relatif aman dan terjangkau bagi banyak perempuan yang berada dalam posisi ekonomi
yang lemah.

Keduanya saling melengkapi. Mazhab Syafii menyediakan kerangka etis dan
spiritual yang mendalam, sedangkan KHI mengakomodasi dinamika hukum yang praktis
dan adaptif terhadap konteks sosial. Dengan mengintegrasikan keduanya, dapat tercipta
sistem hukum keluarga Islam yang tidak hanya sah secara syar’i tetapi juga efektif,
empatik, dan berpihak kepada perempuan yang menjadi korban ketidakadilan. Pada
akhirnya, perceraian bukanlah akhir dari sebuah ikatan, melainkan jalan pemulihan
martabat, perlindungan hak asasi, dan upaya mencapai kehidupan yang lebih bermakna
dan bermartabat bagi semua pihak.
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